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ABSTRAK:  Bahwa kepariwisataan di Kabupaten Brebes mempunyai peran strategis 

dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk 

memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. 

Bahwa kepariwisataan di Kabupaten Brebes dilakukan secara sistematis 

terencana terpadu dan berkelanjutan serta dikembangkan sesuai potensi 

dan perannya didasarkan kepada norma agama, budaya, kekayaan alam, 

peninggalan sejarah untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan 

dan pengembangan ekonomi dlam rangka meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan, dan 

peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi yang ada. Bahwa 

untuk mendukung dan memberikan kepastian hokum bagi kegiatan 

penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Brebes diperlukan 

pengaturan kebijakan yang sesuai dengan UU No.10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan. 

 Dasar Hukum yang mengatur Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat 

(6) UUD Negara RI Tahun 1945. UU No.13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Tengah. UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. UU 

No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya. UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. UU 

No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. UU No.10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah. UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No.12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU No.23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU 

No.23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah 

No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaas Kitab UU Hukum Acara Pidana 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 

tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana. Peraturab 

Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sumber Daya Air. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2010 

tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman 

Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Peraturan 

Pemerintah No.28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka 



Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan Pemerintah No.50 

Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Nasional. Peraturan 

Pemerintah No.52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan 

Sertifikasi Keahlian di Bidang Pariwisata. Perda Provinsi Jawa Tengah 

No.10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Jawa Tengan Tahun 2012-2027. Perda Kabupaten 

Brebes No.8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Perda Kabupaten Brebes 

No.2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Brebes Tahun 2010-2030. Perda Kabupaten Brebes No.3 Tahun 2011 

tentang Retribusi Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No.1 

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Brebes No.3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Brebes. 

Perda Kabupaten Brebes No.6 Tahun 2013 tentang Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Brebes. 

 Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Azas, Fungsi 

Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan, 

Daya Tarik Wisata, Pembangunan Kepariwisataan, Usaha Pariwisata, 

Hak Dan Kewajiban, Larangan, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Tata 

Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, Pembinaan Dan Pengawasan, 

Pendanaa, Pelaporan, Kerjasama Pengelolaan Dan Pengembangan 

Pariwisata, Sanksi Adminstratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, 

Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. 

CATATAN:  Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 

2018. 

 42 hlm 

 


